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BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka mecningkatkan mutu pclayanan
keschatan kepada masyarakat  perlu dilakukan
scrangkaian aktivitas yang terpadu, tcrintegrasi dan
berkesinambungan  scrta  berpedoman  pada sistem
rujukan pclayanan keschatan;

bahwa sistem rujukan pclayanan keschatan bcerupa
rujukan Upaya Keschatan Masyarakat (UKM) dan
rujukan Upaya Keschatan Perorangan (UKP) perlu diatur
schagai pcdoman bagi pctugas keschatan, penjamin dan
masyarakat dalam melaksanakan rujukan di institusi
keschatan yang scsuai dengan kebutuhan, kewcenangan
pclayanan, scrta mengoptimalkan sumbcer daya yang
dimiliki;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, pcrlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pclayanan
Keschatan di Kabupaten Situbondo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah—-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Bcrita Ncgara
Republik Indoncesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19)
scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Tambahan Lcmbaran Ncegara
Republik Indonesia Nomor 2730);

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lcembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen  (Lembaran  Ncgara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokticran (Lembaran Ncgara Rcepublik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indoncsia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Keschatan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Keschatan  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia  Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan LLembaran
Negara Rcepublik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tecntang
Pembentukan Pcraturan Pcrundang-undangan
(Lecmbaran  Negara Rcepublik Indonesia  Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lecmbaran  Negara  Republik
Indoncsia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Pcnyclenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
LLembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Keschatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
tclah bcberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
L.embaran Negara Republik Indoncesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tcenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5607);

Pceraturan Pcmerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Pcnanggulangan Wabah Pcnyakit Mcnular (l.embaran
Negara Rcepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Pcraturan Pcmcrintah. Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyclenggaraan
Pcmerintahan  Dacrah  Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lecmbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
tentang  Sistem Keschatan Nasional (Lecmbaran
Negara Tahun 2012 Nomor 193);
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17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Keschatan (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 29);

18. Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 {cntang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pcmbentukan Pcraturan
Pcrundang-undangan (Lembaran Ncgara  Rcepublik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 657 /Mcenkes/
Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan  Penggunaan
Spesimen  Klinik, Materi  Biologik  dan  Muatan
Informasinya,;

20. Pcraturan Menteri Keschatan Nomor 658/ Mcenkes/Per/
VIII/2009 tentang Jcjaring Laboratorium  Diagnosis
Penyakit Infcksi New-Emerging dan Re-Emerging;

21. Pcraturan Menteri Keschatan Nomor 411/MENKES/
Per/111/2010 tentang Laboratorium Klinik;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ MIENKIEES/
PER/X/1/2010 tentang ljin dan Penyclenggaraan Praktik
Bidan;

23. Pcraturan Menteri Keschatan Nomor 2052/ MENKES/
PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran;

24. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistcm Rujukan Fasilitas Pclayanan Keschatan
Pcrorangan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

26. Pcraturan Menteri Keschatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Pcrizinan Rumah Sakit;

27. Pcraturan Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Keschatan Masyarakat;

28. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Dacrah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011 Nomor 7 Scri D, Tambahan ILcmbaran
Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

29. Pcraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014
tentang Tenaga Keschatan (Lembaran Dacrah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 Nomor 7 Scri 1), Tambahan lLembaran
Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);

30. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kcerja Dinas
Dacrah Kabupaten  Situbondo  (l.embaran  Dacrah
Kabupaten  Situbondo  Tahun 2008 Nomor  3)
scbagaimana tclah diubah dengan Pceraturan Dacrah
Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 (Lecmbaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);

31. Pecraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kceschatan
Kabupaten  Situbondo  (Berita Dacrah  Kabupaten
Situbondo Tahun 2010 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
5.
0.

7.

9.

10.

11.

12.

14.

Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Dacrah  adalah  Pemecrintah  Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dinas adalah Dinas Keschatan Kabupaten Situbondo.
Kcpala Dinas adalah Kcepala Dinas Keschatan Kabupaten
Situbondo.

Pemcrintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa scbagai unsur penyclenggara pemerintahan desa.
Upaya Keschatan adalah sctiap kegiatan dan/atau
scrangkaian kcgiatan yang dilakukan sccara terpadu,
terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat  kesehatan masyarakat dalam
bentuk  pencegahan  penyakit, peningkatan keschatan,
pcngobatan  penyakit, dan pemulihan  keschatan  olch
pcmerintah, swasta dan/atau perorangan.

Upaya Keschatan Masyarakat yang sclanjutnya disingkat
UKM adalah sctiap kegiatan untuk mcemelihara dan
meningkatkan keschatan scria mencegah dan
menanggulangl timbulnya masalah keschatan dengan
sasaran kcluarga, kclompok, dan masyarakat.

Upaya  Keschatan  Pcrorangan  yang  sclanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
scrangkaian  kegiatan  pclayanan  keschatan  yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

pcnycmbuhan penyakit, pengurangan pendcritaan akibat
penyakit dan memulihkan keschatan perorangan.
Pelayanan Keschatan adalah kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan status keschatan, mencegah
penyakit, mendiagnosis dan mengobati  pcnyakit,
mcmantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan
dan mcrchabilitasi keschatan pasien.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab atas masalah kcschatan masyarakat dan kasus-
kasus penyakit yang dilakukan sccara timbal balik
sccara vertikal maupun horizontal meliputi  sarana,
rujukan teknologi, rujukan {tcnaga ahli, rujukan
opcrasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengctahuan
dan rujukan bahan pcmecriksaan laboratorium.

Sistem  Rujukan adalah penyclenggaraan pcelayanan
keschatan yang mengatur pclimpahan tugas dan
tanggungjawab pclayanan keschatan sccara timbal balik
baik vertikal maupun horizontal.

Rujukan Upaya Keschatan Masyarakat yang sclanjutnya
disingkat rujukan UKM adalah rujukan sarana dan
logistik, rujukan tcnaga dan rujukan opcrasional dalam
upaya keschatan masyarakat.

Rujukan Upaya Keschatan Perorangan, yang sclanjutnya
disingkat rujukan UKP adalah rujukan kasus yang
berkaitan dengan diagnosis, tcrapi, tindakan medik
berupa pengiriman pasicn, rujukan bahan pcemeriksaan
spcesimen untuk pemceriksaan laboratorium dan rujukan
ilmu pengetahuan tentang penyakait.
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Rujukan spcsimen atau penunjang diagnostik lainnya
adalah rujukan pcmceriksaan bahan  yang bcrasal
dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan
diagnostik, penclitian, pcngembangan
pendidikan,dan/atau analisis lainnya.

Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk,
fasilitas pcnerima rujukan akan merujuk balik pasicn
sctelah mcmbcerikan pclayanan scsuai dengan
kecbutuhannya, schingga rujukan berjalan menurut alur
yang ditctapkan.

Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pclayanan
keschatan scsuai dengan kemampuan pclayanan medis
dan pcnunjang.

Jaminan Keschatan adalah  salah  satu  bentuk
perlindungan  sosial di  bidang keschatan  untuk
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keschatan yang
layak melalui pcnerapan sistem kendali biaya dan
kendali mutu.

Institusi Keschatan adalah lembaga yang bergerak di
bidang keschatan baik yang memberikan pelayanan
keschatan  sccara  langsung  terhadap masyarakat
maupun yang mcemberikan pclayanan manajerial.
Institusi Keschatan Pemcrintah Dacrah adalah instansi
pemerintah dacrah yang bergerak di bidang keschatan
baik yang memberikan pelayanan keschatan sccara
langsung tecrhadap masyarakat maupun yang
mecmberikan pclayanan manajcerial.

Fasilitas Pclayanan Kcschatan, yang sclanjutnya
disingkat IFasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk mcnyclenggarakan  upaya
pclayanan keschatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rchabilitatif yang dilakukan olch pemerintah,
pemerintah dacrah dan/atau masyarakat.

FFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang
sclanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pclayanan
keschatan  yang membcerikan  pclayanan  keschatan
pcrorangan yang bersifat non spesialistik meliputi rawat
jalan dan rawat inap, dapat berupa Puskesmas atau yang
sctlara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama
alau yang sctara.

Fasilitas Pclayanan Keschatan Tingkat Lanjutan, yang
sclanjutnya disingkat FKTIL adalah fasilitas pclayanan
keschatan  yang memberikan  pclayanan  keschatan
pcrorangan tingkat kcdua dan ketiga yang bcersifat
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat
jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan
rawat inap di ruang pcrawatan khusus, dapat berupa
klinik utama atau yang sctara, rumah sakil umum, dan
rumah sakit khusus.

Unit/Kelompok Masyarakat pada jenjang administrasi
Desa/Kcelurahan yang sclanjutnya disingkat
Unit/Kclompok Masyarakat adalah Pemerintah Desa,
Rukung Warga, Rukun Tctangga, Unit Kcschatan
Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya di wilayah dcsa.

Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk mclalui
musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya
yang ditctapkan olch Pemerintah Desa atau Lurah.
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Rukun Tctangga adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat sctempat dalam  rangka
pclayanan pemerintahan  dan  kcmasyarakatan yang
ditctapkan olch Pemerintah Desa atau Lurah.

Unit Keschatan Berbasis Masyarakat yang sclanjutnya discbut
UKBM adalah scgala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat
dari, olch dan untuk masyarakat di wilayah Decsa, dapat
berupa pos pelayanan terpadu (posyandu), pondok bersalin
desa (polindes) dan pos keschatan desa (poskesdces).

Lembaga Kcemasyarakatan di Desa yang sclanjutnya
discbut Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat scbagai
mitra kecrja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan Desa yang berfungsi scbagai [asilitator,
percncana, pcelaksana, pengendali dan  penggerak
kegiatan di wilayah Decsa, dapat berupa Penggerak
Pemberdayaan dan  Kescjahteraan  Keluarga  (PKK),
Dasawisma dan Karang Taruna.

Gawat darurat adalah kcadaan klinis pasicn yang
membutuhkan tindakan medis scgera guna menyclamatkan
nyawa dan pencegahan kecacatan Iebih lanjut.

Rumah Sakit adalah fasilitas pclayanan keschatan yang
menyclenggarakan  pelayanan  keschatan  perorangan
sccara paripurna yang mecnycdiakan pclayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang
mcmberikan pclayanan keschatan pada semua bidang
dan jenis penyakit.

Pusat Keschatan Masyarakat, yang sclanjutnya disingkat
Puskesmas adalah fasilitas pclayanan keschatan yang
menyclenggarakan  upaya keschatan masyarakat dan
upaya keschatan pcerorangan tingkat pertama, dengan
lecbih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mecncapai derajat keschatan masyarakat yang
sctinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Klinik adalah fasilitas pclayanan keschatan  yang
menyclenggarakan pelayanan keschatan pcrorangan yang
menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
Dokter praktik mandiri adalah fasilitas pclayanan
keschatan yang disclenggarakan olch tenaga medis
dokter/dokter gigi yang menycdiakan pclayanan medis
dasar atau yang disclenggarakan olch tcnaga medis
dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang menycdiakan
pclayanan keschatan spesialistik atau sub spcesialistik
scsuai kompcetensi dan kewenangannya.

Tenaga keschatan adalah sctiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kcschatan scrta memiliki pengetahuan
dan/atau kcterampilan melalui pendidikan di bidang
keschatan, yang untuk  jenis  tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya keschatan.

Pasicn adalah sctiap orang yang mclakukan konsultasi
masalah keschatannya untuk memperolch pcelayanan
kesechatan  yang  diperlukan  baik sccara langsung
maupun tidak langsung di sarana pclayanan keschatan.
Asosiasi fasilitas keschatan adalah asosiasi  fasilitas
keschatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



38. Rcgionalisasi Sistem Rujukan adalah pengaturan sistem
rujukan berbasis  wilayah berdasarkan  kemampuan
fasilitas pelayanan keschatan yang terstruktur untuk
mcmpermudah akses masyarakat terhadap pcelayanan
keschatan sesuai dengan permasalahan keschatan yang
dimilikinya dengan cfcktif dan cfisien.

39. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah, yang
sclanjutnya  disingkat  APBD, adalah  Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Situbondo.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Pcraturan Bupati ini adalah untuk mcningkatkan
akscs masyarakat tcrhadap pclayanan keschatan dalam
rangka mecwujudkan mckanisme kerja yang cfcktif dan
cfisicn, terintegrasi dan terpadu berdasarkan ketersediaan,
kemampuan, kedckatan gcografis dan kemudahan akscs
meclalui sistem rujukan yang dapat mcngoptimalkan sumbcr
daya di Dacrah.

Pasal 3

(1) Pengaturan tentang sistem rujukan pclayanan keschatan
merupakan pedoman dalam pclaksanaan rujukan UKM
dan UKP di Kabupaten Situbondo.

(2) Prinsip dalam sistem rujukan adalah rujukan dianggap
sudah terjadi kectika tclah terdapat kescpakatan sccara
tertulis antara pemberi rujukan dengan penerima rujukan
yang mengakibatkan terjadinya pclimpahan tanggung
jawab dan wcwcenang dari pemberi rujukan  kepada
pcenerima rujukan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup sistem rujukan pclayanan keschatan,
mecliputi:

a. rujukan UKM; dan
b. rujukan UKP.

(2) Ruyjukan UKM scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan sccara berjenjang antar institusi
kesehatan di Dacrah.

(3) Ruukan UKP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan sccara berjenjang antar fasyankes di Dacrah.

BAB IV
RUJUKAN UKM

Bagian Kesatu
Kegiatan Rujukan

Pasal 5
(1) Rujukan UKM mcliputi rujukan yang menyangkut

masalah keschatan masyarakat yang bersifat preventif
dan promotif.



(2)

(4)

(1)

Bentuk kegiatan rujukan UKM terdiri atas :

a. sarana dan logistik;

b. tcknologi;

c. tenaga;dan/atau

d. opcrasional.

Kcgiatan rujukan UKM scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan mclalui :

a. surveilance masalah keschatan masyarakat;

b. penilaian, diagnosis dan investigasi resiko dan masalah
keschatan masyarakat;

c. promosi keschatan dan pemberdayaan masyarakat
berupa penyampaian informasi dan edukasi masyarakat,

d. mcnggerakkan kemitraan dan aksi untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keschatan
masyarakat;

¢. pengembangan  kcebijakan  dan  rencana untuk
mcndukung perorangan dan masyarakat dalam upaya
keschatan;

. mecnjamin  akscsibilitas  dan  kualitas  pclayanan
keschatan masyarakat,

g. cvaluasi efcktivitas, akses dan mutu pclayanan dan/atau
program keschatan;dan

h. penclitian untuk pemeccahan masalah keschatan yang
inovatif.

Pelaksanaan sistem rujukan UKM didanai melalur APBD

dan pembiayaan lain yang sah mcnurut peraturan

pcrundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Rujukan

Pasal 6

Jenis rujukan UKM terdiri atas :

a. rujukan vertikal;

b. rujukan horizontal;dan

c. rujukan lintas scktor.

Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mecrupakan rujukan dari unit pada tingkatan
administrasi yang lcbih rendah kepada unit  pada
tingkatan administrasi yang lcbih tinggi.

Rujukan horizontal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mecrupakan rujukan antar unit pada tingkatan
administrasi yang sctara.

Rujukan lintas scktor scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ mcrupakan rujukan pada sctiap jenjang
administrasi yang tcrjadi antara scktor keschatan dan
scktor non keschatan.

Bagian Ketiga
Jenjang Rujukan

Pasal 7

Jenjang dalam rujukan UKM didasarkan pada sistem
jenjang administrasi menurut kewcnangan Pemcerintah,
mcliputi :

a. Desa/Kcelurahan;

b. Kecamatan;dan

c. Kabupaten.



(2)

(1)

Unit rujukan UKM di tingkat administrasi
Desa/Kelurahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah Unit/Kclompok Masyarakat.

Unit rujukan UKM di tingkat administrasi Kecamatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Puskesmas beserta jejaringnya.

Unit rujukan UKM di tingkat administrasi Kabupatcn
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi :
a. Dinas Kceschatan Kabupaten;

b. Laboratorium Keschatan Dacrah;dan

c. Satuan Kerja Lain di tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Alur Rujukan

Pasal 8

Alur rujukan UKM dapat bcerawal dari unit/kelompok
masyarakat di tingkat administrasi Dcsa yang ditujukan
sccara berjenjang kepada unit di tingkal administrasi
Kccamatan.

Alur rujukan UKM di tingkat administrasi Keccamatan
ditujukan kepada unit di tingkat administrasi kabupaten.
Alur rujukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat dikccualikan apabila masalah keschatan
masyarakat yang terjadi bersifat kejadian luar biasa (KLI3).

Bagian Kelima
Syarat Rujukan
Pasal 9

Rujukan harus mcemenuhi persyaratan administratif berupa
tersedianya surat atau laporan pecrmohonan bantuan.

Dalam melaksanakan rujukan UKM harus

memperhatikan :

a. tingkat kcgawatan (urgensi) masalah keschatan
masyarakat;

b. luas wilayah yang terkcna masalah keschatan;

c. letak dan kondisi gcograli yang tcrkena masalah
keschatan;

d. kewenangan yang dimiliki;

¢. masalah memiliki keterkaitan dengan scktor lain,

f. memerlukan berbagai disiplin ilmu dalam
mcenyclesaikan masalah tersebut;dan

g. terscdianya sarana dan logistik, anggaran, tcnaga dan
opcrasional yang dibutuhkan.

Bagian Keenam
Kewajiban Perujuk dan Penerima Rujukan

Pasal 10

Perujuk berkewajiban:

a. mclakukan komunikasi dengan unit pada jenjang
rujukan yang dituyju dan mcmastikan bahwa
pcenerima rujukan dapat memberikan bantuan;

b. mecmbuat surat atau laporan pcrmohonan bantuan
rujukan;
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¢. sural pcrmohonan bantuan rujukan untuk penyclesaian
masalah keschatan masyarakat di tingkat
desa/kclurahan yang bersifat rujukan lintas  scktor
mclampirkan tembusan ke Puskesmas yang merupakan
wilayah desa/kelurahan terscbut berada;

d. surat  permohonan  bantuan  rujukan = untuk
penyclesaian masalah  keschatan  masyarakat  di
tingkat kccamatan yang bersifat rujukan lintas scktor
mclampirkan tembusan ke Dinas;dan

¢. mcencatat pada register dan membuat  laporan
rujukan di unit jenjang administrasi rujukan UKM.

Isi surat permohonan bantuan rujukan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

identitas pecmohon;

masalah keschatan masyarakat yang dihadapi;

¢. alasan meclakukan rujukan;

d. tindakan yang telah dilakukan sclama ini; dan

¢. jenis dukungan yang dibutuhkan dan/atau kegiatan
dalam rujukan.

o

Pasal 11

Kcewajiban penerima rujukan:

a.

b.

C.

(1)

mencerima surat pemohonan rujukan dan mcncatatnya;
mencatat  kasus  rujukan  dan  membuat laporan
pencerimaan rujukan;

menganalisa dan melaksanakan konfirmasi permohonan
bantuan kepada pemohon:

memberikan  bantuan  sesuai hasil kajian terhadap
pcrmasalahan keschatan masyarakat pemohon; dan
merujuk kepada unit jenjang administrasi rujukan yang
lebih mampu jika penerima rujukan tidak mampu dan
memberikan informasi kepada perujuk mengenai kondisi
tersebut;dan

mencatat, mcndokumentasikan dan mclaporkan
pclaksanaan bantuan.

Pasal 12

Untu.k. program upaya keschatan masyarakat yang sudah
mcemiliki keckhususan dalam sistem rujukan, meckanisme
rujukannya mengikuti kctentuan peraturan pcrundang-
undangan.
dA]. 3 e 1171
lclldllzscmacm rujukan UKM mengacu pada  pedoman
pclaksanaan sistem rujukan UKM ve '

; yang ditctapke >
Kepala Dinas. & plan olch

BAB V
RUJUKAN UKP

Bagian Kesaty
Kegiatan Rujukan

Pasal 13

chla‘ta’n rujukan UKP terdiri atas:

a. rUJ.ukan pasien ke fasyankes yang lcbih le

b. rujukan berupa spesime
lainnya;

 lengkap;
n atau pPcnunjang diagnostik
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c. rujukan bahan pcmeriksaan laboratorium; dan/atau
d. rujukan pengetahuan, keterampilan dan tcknologi.
Rujukan UKP dilakukan dalam hal:

a. terdapatnya  keterbatasan  sumberdaya  (sarana,
prasarana, alat, tenaga), kompctensi dan kewenangan
untuk mengatasi suatu kondisi, baik yang sifatnya
scmentara ataupun menetap;

b. kondisi pasicn mcmbutuhkan pclayanan keschatan
spesialistik/sub  spesialistik, tambahan pclayanan
atau peclayanan yang berbeda yang tidak dapat
diberikan di fasyankes, termasuk di antaranya kasus
dengan kondisi gawat darurat;

c. pasicn membutuhkan pclayanan rawat inap dan
pcnatalaksanaan lanjutan, scmentara di fasyankces
pcemberi rujukan tidak tersedia; dan/atau

d. untuk meclayani pasicn tertentu,  dibutuhkan
pcralatan diagnostik dan/atau tcrapcutik, scmentara
di fasyankcs pemberi rujukan tidak tersedia.

Pasal 14

Pclaksanaan rujukan harus mcemcenuhi standar opcrasional
proscdur berupa:

foop

@)

mecerujuk pasicn;

mencerima rujukan pasien;

memberi rujukan balik pasien;
menerima rujukan balik pasicn; dan
pengcelolaan pasien di ambulans.

Pasal 15

Sistern  rujukan UKP diwajibkan bagi pasicn yang
merupakan peserta jaminan keschatan atau asuransi
keschatan sosial dan pemberi fasyankes.

Peserta asuransi keschatan komersial mengikuti aturan yang
berlaku  scsuai dengan  ketentuan dalam  polis asuransi
dengan tetap mengikuti fasyankes yang berjenjang.

Sctiap orang yang bukan pcscrta jaminan keschatan
atau asuransi keschatan sosial, scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengikuti sistem rujukan.

Bagian Kedua
Jenis Rujukan

Pasal 16

Jenis rujukan UKP terdiri atas:

a. rujukan horizontal;

b. rujukan vertikal;

c. rujukan parsial; dan

d. rujukan balik.

Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a mcrupakan rujukan antar fasyankcs dalam satu

tingkatan.

Rujukan vertikal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b mcrupakan rujukan antar fasyankes yang

berbeda tingkatan, mecliputi:

a. rujukan vertikal dari tingkat pclayanan yang lcbih
rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi; dan
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b. rujukan vertikal dari tingkatan pclayanan yang lcbih
tinggi ke tingkatan pclayanan yang lcbih rendah.

Rujukan parsial scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dapat dilakukan sccara horizontal maupun vertikal untuk
menegakkan  diagnosis  atau  pemberian terapl yang
merupakan satu rangkaian pcrawatan pasicn di fasyankes.

Rujukan balik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dapat dilakukan sccara horizontal maupun vertikal yang
diberikan kepada pasien di fasyankes atas rekomendasi atau
rujukan dari dokter spesialis atau sub spesialis yang merawat.

Pasal 17

Rujukan horizontal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2), dilakukan apabila pcmberi rujukan tidak dapat memberikan
pclayanan keschatan yang scsuai dengan kebutuhan  pasicn
karcna keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan
yang sifatnya scmentara atau menctap.

(1)

(2)

Pasal 18

Rujukan vertikal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (3) huruf a dilakukan apabila:

a. pasicn mcmbutuhkan pclayanan keschatan
spesialistik atau sub spesialistik; dan

b. pcmberi rujukan tidak dapat memberikan pclayanan
keschatan yang scsuai dengan kebutuhan pasicn karcna
keterbatasan fasilitas, pecralatan dan/atau kctenagaan.

Rujukan vertikal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (3) huruf b dilakukan apabila: '

a. pcrmasalahan keschatan pasicn dapat dltdl’l{_)al’ll olch
tingkatan fasyankes yang lebih rendah scsuai dengan
kompctensi dan kewenangannya;

b. Sumber daya di FKTP atau FKTL lcbih memadai
dalam mecnangani pasien tersebut;

c. pasien membutuhkan pclayanan lanjutan yang dapat
ditangani oleh tingkatan fasyankes yang lebih rendah
dan untuk alasan kemudahan, cfisicnsi dan
pclayanan jangka panjang; dan/atau

d. pemberi rujukan tidak dapat memberikan pelayanan
keschatan scsuai dengan kebutuhan pasicn karcna
keterbatasan  sarana, prasarana, peralatan dan/atau
ketenagaan.

Bagian Ketiga
Jenjang Rujukan

Pasal 19

Jenjang rujukan UKP, mceliputi :

a. FKTP;

b. FKTL;

Rujukan UKP dilaksanakan sccara bcerjcnjang scsuai
kebutuhan medis, dimulai dari masyarakat kc FKTP
dan/atau FKTL.

Jenjang rujukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada wilayah cakupan dalam bentuk
regionalisasi berdasarkan lctak geografis/wilayah kerja
dan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan
pelayanan baik pelayanan medis, pclayanan penunjang
medis dan pelayanan keschatan lainnya.
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Penentuan regionalisasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur scsuai dengan tingkatan fasyankcs yang
terbagi dalam 3 (tiga) wilayah cakupan, terdiri atas:

a. Wilayah Barat mcliputi Puskesmas Banyuglugur,
Puskesmas Suboh, Puskesmas Jatibanteng,
Puskesmas Sumbcermalang, Puskesmas Besuki, dan
Puskcsmas Mlandingan.

b. Wilayah Tcngah meliputi @ Puskesmas Bungatan,
Puskcsmas Panarukan, Puskesmas Situbondo,
Puskesmas  Mangaran, Puskesmas Panji, dan
Puskesmas Kapongan.

c. Wilayah  Timur mecliputi  : Puskcsmas Arjasa,
Puskesmas Jangkar, Puskesmas Ascmbagus, dan
Puskesmas BBanyuputih.

Kctentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) dikecualikan pada kondisi kegawatdaruratan, kondisi

bencana alam, kcjadian luar biasa (force majeur) dan

program pcnyakit khusus tertentu.

Bagian Keempat
Persyaratan Rujukan

Pasal 20

Pclaksanaan rujukan UKP harus memcenuhi persyaratan:

a. klinis;

b. administratif.

Dalam mclaksanakan rujukan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), pcmberi rujukan harus:

a. mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;

b. mengetahui kompctensi dan wewenang
sasaran/tujuan rujukan;

c. mengetlahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan; dan

d. mendapatkan persctujuan dari pasicn dan/atau
kcluarganya sctelah pasien dan/atau keluarganya
mcndapatkan pcnjclasan dari tecnaga keschatan yang
berwenang.

Pasal 21

Pemberian rujukan untuk pasicn jaminan keschatan
harus discrtai kejclasan tentang pembiayaan rujukan,
kccuali untuk orang yang mcmiliki gangguan jiwa dan
gelandangan.

Pemberian rujukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dirujuk ke fasyankces yang mengadakan kerjasama
dengan penyelenggara jaminan keschatan.

Bagian Kelima
Kewajiban Pengirim dan Penerima Rujukan

Pasal 22

Pengirim rujukan wajib:

a. memberi penjelasan atau alasan kepada pasicn atau
kcluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan
mclakukan rujukan;

b. meminta konfirmasi dan memastikan  kesiapan
fasyankes tujuan rujukan;
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c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil
diagnosis pasicn dan resume catatan medis;

d. mencatat pada register;

c. menstabilkan kcadaan umum pasicn dan memastikan
stabilitas pasicn dipertahankan sclama perjalanan
menuju ke tempat rujukan;

f. mecnycrahkan surat rujukan kepada pihak yang
berwenang di fasyankes tempat rujukan melalui
tenaga keschatan yang mendampingi pasicn;

g. mclaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan
keschatan dan badan penjamin keschatan;

h. memberi informasi terbaru mengenai  keterscdiaan
dan kemampuan fasyankes penerima rujukan; dan

i. mecmbuat laporan rujukan.

Pengirim rujukan mcmpcrhatikan kelengkapan

perjalanan ke tempat rujukan yang mcliputi:

a. sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi
alat resusitasi, perlengkapan  kegawatdaruratan
(emergency kit), oksigen, dan dapat menjamin pasicn
sampai ke tempat rujukan;

b. pasicn didampingi olch tenaga keschatan yang
terampil dalam tindakan kegawatdaruratan,
mengetahui  kcadaan umum pasicn dan mampu
mcnjaga  stabilitas pasicn sampai tiba di tempat
rujukan;

c. sarana transportasi dan  pctugas  keschatan
pendamping memiliki sarana komunikasi; dan

d. sarana transportasi yang diopcrasionalisasikan olch
tenaga penunjang keschatan yang scsuai dengan
standar opcrasional proscdur rujukan.

Pasal 23

Pencerima rujukan wajib:

a.

b.

menerima surat rujukan dan membuat tanda tcrima
pasicn;

mencatat  kasus rujukan dan  membuat  laporan
pencerimaan rujukan;

mcmbuat diagnosis dan mclaksanakan tindakan mecdis
yang diperlukan scrta mclaksanakan pcrawatan;
mclaksanakan catatan medis sesuai ketentuan;
memberikan informasi medis kepada fasyankes pengirim
rujukan;

mcmbuat rujukan balik ke pengirim rujukan  untuk
mcnindaklanjuti  pcrawatan sclanjutnya yang tidak
memerlukan pclayanan medis atau spesialistik  atau
subspesialistik sctelah kondisi pasicn stabil; dan
memberi informasi mutakhir mengenai ketersediaan dan
kemampuan fasyankes.

Pasal 24

Pemberi  pelayanan  keschatan/tenaga keschatan dilarang
mecrujuk, menentukan tujuan rujukan, atau mencrima
rujukan atas dasar kompensasi/imbalan.



Pasal 25

Pclaksanaan rujukan UKP mengacu pada pcdoman
pclaksanaan sistem rujukan UKP yang ditctapkan olch
Kepala Dinas.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUJUKAN

Pasal 26

(1) Dinas mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
rujukan yang bersifat dinamis di scmua institusi
keschatan untuk menjamin ketepatan rujukan.

(2) Sistem informasi dan komunikasi rujukan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :

a. jenis dan kemampuan institusi keschatan; dan
b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang terscdia
pada saat terscbut.

(3) Dinas menginformasikan sistem rujukan pclayanan
keschatan kepada masyarakat meclalui media cetak dan
media clcktronik.

BAB VII
PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Dacrah bertanggungjawab atas terscdianya
insfrastruktur dan tcnaga keschatan di  institusi
keschatan Pemerintah Dacrah dalam pclaksanaan sistem
rujukan scsuai standar pclayanan dan kompetensi di
tingkat  peclayanan  sesuai  ketentuan  pcraturan
pcrundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pclaksanaan
sistem rujukan pclayanan keschatan scsuai ketentuan
pcraturan pcrundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI

Pasal 28

(1) Dinas mclakukan pembinaan, pengawasan, monitoring
dan cvaluasi pclaksanaan sistem rujukan pclayanan
kesehatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wcewenang
masing-masing.

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan  cvaluasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mclibatka
asosiasi fasilitas keschatan. '

Pasal 29

(1) Asosiasi fasilitas keschatan wajib melakukan pembinaan,
pengawasan, monitoring, dan cvaluasi sccara mandiri
bagi anggotanya.
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(2) Hasil pembinaan, pengawasan, monitoring, dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim
ke Dinas dalam bentuk rekomendasi pemberian sanksi
administratif bagi fasyankes sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 0 4 SEP 2019
BUPATI SITUBONDO,

T —_—

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 0 4 SEP 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 38




